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ABSTRAK :          Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 

2020; 

Bahwa dalam rangka menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium 

dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan standar yang 

berlaku dan seragam, serta tetap memperhatikan kondisi masing-masing daerah; 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 13 huruf a UU Nomor 1 

tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertugas dan 

berwewenang merencanakan program dan anggaran sesuai tingkatannya. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI 

Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi 

UU (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 



Nomor 4884); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terkahir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU 

(Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 5898); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU 

Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; 

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019. 

 

Dalam  Keputusan KPU Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 diatur 
tentang :  

1. Menetapkan Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran 

Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Standar dan Petunjuk Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

2. Standar dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU menjadi acuan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dalam menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium 

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 

3. Penyusunan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang 



dilakukan sebelum Keputusan ini berlaku, wajib disesuaikan dengan 

Keputusan ini. 

 

CATATAN  :       -   Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Agustus 2019. 

- Lampiran 67 halaman. 


